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ABSTRAK

Pembahasan dalam tulisan ini berjudul Pelaksanaan pengadaan barang/jasa
Pemerintah pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang merupakan
suatu studi di Kota Solok yang dilatar belakangi perlunya suatu kebijakan dan
langkah terpadu mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa sehingga
terlaksananya tertib administrasi dalam pengelolaan barang/jasa. Sehingga yang
menjadi dasar permasalahan disini adalah mengenai proses pelaksanaan
pengadaan barang/jasa di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Solok dan
kendala dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah di Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa Kota Solok. Metode penelitian yang digunakan adalah metode
penelitian yuridis empiris dengan jenis pendekatan Undang-Undang, pendekatan
konseptual dan pendekatan lapangan. Sedangkan teknik pengumpulan data
melalui studi dokumen dan wawancara yang kemudian di analisis secara
kualitatif. Analisis dan hasil penelitian yang di peroleh yaitu proses pengadaan
barang/jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Solok yang telah di
jamin dengan Peraturan Perundang-Undangan, dalam pelaksanaannya tentu tidak
terlepas dari kendala yang timbul. Kendala dalam pengadaan barang/jasa di
Pemerintah Kota Solok terbagi dua yaitu kendala yuridis dan kendala teknis.
Pertama kendala yuridis, belum dilaksanakannya sosialisasi terhadap Peraturan
Walikota Solok Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa yang di Biayai APBD. Kedua, yang menjadi kendala teknis adalah
ketidaksesuaian dokumen penawaran dengan kondisi barang/jasa yang ditawarkan
di lapangan, keterlambatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam membuat
spesifikasi barang/jasa, tidak merata jumlah sumber daya manusia yang
bersertifikasi di UKPBJ, kurangnya skill atau keahlian sumber daya manusia
dalam pelaksanaan pengadaan secara Elektronik.
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